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BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/301 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU

Menimbang :

Mengingat

MASA BHAKTI 2023-2027
BUPATI JAYAPURA,

. bahwa dalam rangka membantu Bupati melaksanakan

pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap
kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Baniyau
agar terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi
perusahaan yang sehat, mandiri, profesional dan
berkeadilan, maka dipandang perlu mengangkat Badan
Pengawas Perusahan Daerah;

. bahwa Dberdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah menyatakan anggota Dewan Pengawas dan
anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan
Bupati Jayapura tentang Pengangkatan Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti
2023-2027;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);
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. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4137) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6673);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi dan  Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor S50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau
Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2027 yang nama-
namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.
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Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU memiliki tugas dan wewenang;:

a. Tugas:

1. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum
daerah; dan

2. mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam
menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.

b. Kewajiban:
1. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
2. membuat dan memelihara risalah rapat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Badan Pengawas setiap bulannya diberikan
honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

cubrLb-

Gubernur Provinsi Papua;

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;

Inspektur Kabupaten Jayapura;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Kabupaten Jayapura;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/301 TAHUN 2023
TANGGAL 25 Mei 2023

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2023-2027

NO NAMA JABATAN BADAN PENGAWAS
1 2 3

1. | NELSON ONDI KETUA

2. | RUDI SARAGIH SEKRETARIS

3. | JOOP SUEBU ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NIP. 198406122010041003




